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Upaya penegakan disiplin pegawai negeri di Lingkungan Kementerian
Keuangan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
214/PMK.01/2011. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini ditentukan mengenai
penegakan disiplin melalui pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan
Negara (TKPKN) terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran jam Kkerja.
Tujuan adalah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di seluruh pegawai
negeri Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Kudus merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Keuangan
yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam hasil wawancara
pra-riset yang dilakukan, terdapat permasalahan kedisiplinan pegawai di KPPN
Kudus sebelum adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011
ini. Dari hal ini, maka dalam penelitian ini mengangkat tiga permasalahan yaitu
Pertama bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor
214/PMK.01/2011 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus,
kedua bagaimanakah dampak implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor
214/PMK.01/2011 terhadap peningkatan kedisiplinan pegawai di Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus, dan ketiga apa saja faktor
pendukung dan penghambat dalam bagaimanakah implementasi Peraturan
Menteri  Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 di Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Metode analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasannya implementasi dari
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01.2011 di KPPN Kudus sudah
berhasil, dilihat dari peran dan komunikasi aktor yang baik; mekanisme yang
sesuai dengan ketentuan dan ketetapan; serta keberadaan mesin absen elektronik/
Handkey yang berfungsi baik di KPPN Kudus. Impelementasi Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 ini di KPPN Kudus, ternyata membawa
dampak yang positif terhadap peningkatan kedisiplinan pegawai di KPPN Kudus.
Hal ini dilihat dari adanya meningkatnya kedisiplinan waktu dan keteraturan kerja
pegawai KPPN Kudus  sehingga berdampak pada ketepatan dan kecepatan
pegawai KPPN Kudus dalam melaksanakan tugas/ pekerjaannya. Adapun Faktor
pendukungnya adalah : Rincinya isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor



214/PMK.01/2011; Sikap dari pegawai KPPN Kudus yang bersedia menerima
segala ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011;
dan Suasana dan Kondisi KPPN Kudus yang nyaman. Dan yang menjadi faktor
penghambatnya adalah Faktor di luar dugaan yang terjadi pada pegawai; dan
Beban kerja dari penanggung jawab sistem kehadiran elektronik unit kerja di
KPPN Kudus terlalu besar.

Keberhasilan = implementasi  Peraturan  Menteri ~ Keuangan Nomor
214/PMK.01/2011 dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai KPPN Kudus
menunjukkan bahwa dalam upaya mereformasi sebuah birokrasi tidak hanya
diperlukan sebuah pemberian reward saja (pemberian TKPKN), tetapi juga
diperlukan sebuah punishment juga yakni berupa pemotongan TKPKN bagi
individu yang melakukan pelanggaran kedisiplinan waktu, sehingga kebijakan ini
dapat dijadikan contoh untuk pembuatan regulasi baru dalam menanggulangi
permasalahan kedisiplinan yang umumnya terjadi di seluruh pegawai negeri sipil
di Indonesia.

Namun Masih terdapat celah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
214/PMK.01/2011, yaitu tidak adanya sistem absen elektronik pada saat jam
istirahat kerja. Hal ini menyebabkan beberapa pegawai di KPPN Kudus masih
terlambat kembali ke kantor setelah jam istrahat kerja selesai. Meskipun
keterlambatan hanya berkisar antara 5-10 menit, tapi tetap saja hal ini merupakan
sebuah pelanggaran jam Kkerja, untuk itu diperlukan penyempurnaan dalam
peraturan ini dengan membuat ketentuan absen elektronik untuk jam istirahat.
Yaitu pemberlakuan absen elektronik saat keluar dan masuk kembali pada jam
istirahat, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap jam istirahat kerja.



SUMMARY

Asih Widi Lestari. 2013. Implementation of Finance Ministry Regulation
Number 214/PMK.01/2011 About Discipline Enforcement Based on
Remuneration/ TKPKN at Finance Ministry Area (A Study at Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN Kudus). Advisors: Dr. Ratih Nur
Pratiwi, M.Si dan Ainul Hayat, S.Pd, M.Si.

Discipline enforcement of civil servants in Finance Ministry has been
defined in Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011. In this
regulation determined about enforcement discipline through cutting remuneration
against civil servants in Finance Ministry area who commits an offense of the
working hours. The purpose in this regulation is to increase the discipline civil
servants in Finance Ministry area. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Kudus is a part of Finance Ministry possessed by the Directorate General
of Treasury. In the result of pre-research interview, there are discipline problem of
civil servants in KPPN Kudus before this regulation is formulated. From this
problem, so this research has three research question, there are: First, How the
implementation Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 in
KPPN Kudus; Second, What is the impact of implementation Finance Ministry
Regulation Number 214/PMK.01/2011 to increase discipline civil servants in
KPPN Kudus; Third, What is support and inhibitor factors the implementation
Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 in KPPN Kudus.

This research is using a descriptive research type with qualitative
approach. The data source is from primary data and secondary data. The data
collecting technique is observation, interview, and documentation. The data
analysis technique is data collecting; interpretation data, data reduction, and
concluding.

This research resulted conclusion that the implementation of Finance
Ministry = Regulation Number 214/PMK.01/2011 in KPPN Kudus was
successfully, its viewed from good role and communication between actors; the
mechanism is accordance with the provisions; and as well as existence of a absent
electronic machine functioned in KPPN Kudus. Implementation of Finance
Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 in KPPN Kudus has given
positive impact to increase discipline civil servants in KPPN Kudus. Its viewed
from increase discipline time and regularity of work civil servants in KPPN
Kudus and that have impact in exactness and speed time civil servants in KPPN
Kudus to carryout the work/ tasks. The support factors of the implementation of
Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 in KPPN Kudus are the
contents of the Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 is detail,
the attitude civil servants in KPPN Kudus is willing to receive all provisions
contained in Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011; and the
comfortable conditions in KPPN Kudus. And the support factors of the
implementation of Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 in
KPPN Kudus are a outside factors is alleged happened to civil servants in KPPN



Kudus; and the workload of a caretaker absent electronic system in KPPN Kudus
is too overload.

The successfully of implementation Finance Ministry Regulation Number
214/PMK.01/2011 to increase discipline civil servants in KPPN Kudus indicating
that in efforts to bureaucracy reform is not only required giving the reward only
(remuneration), but also required a punishment which is cutting the remuneration
to civil servants commits an offense discipline of time, so this regulation can
made to example for the creation a new regulation tackling of problem discipline
in all civil servants in Indonesia.

But still there was a cleft in this Finance Ministry Regulation Number
214/PMK.01/2011, this is nothing regulated about rest hours in this regulation.
This caused some civil servants in KPPN Kudus still late back after rest hours.
Despite the delay only ranges between 5-10 minutes, but this is a violation of
work hours, so needed improvement in this regulation with make provision of
electronic absent in rest hour. This is make regulation to enactment electronic
absent in out and come back at rest hours, so there is no violation of the rest
hours.
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